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NOVIS PURWANINGRUM NIM : E. 0005237 ANALISIS 
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI PERKARA 
NO.17/Pid.b/2009/PN.SKH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2010. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan tidak pidana penganiayaan oleh orang 
tua dan bagaimana kendala yuridis yang dihadapi hakim dalam menentukan 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.17/pid.b/2009/PN.SKH. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif atau doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam 
penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan 
masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, 
diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 
permasalahan penelitian.  
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hukum 
hakim didapat dari proses pemeriksaan alat bukti sah yang dapat membuktikan 
kebenaran fakta peristiwa dan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. 
Dimana dalam pembuktian fakta peristiwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
terdakwa melakukan tindak pidana sesuai apa yang didakwakan kepadanya, 
begitu pula dengan pembuktian fakta yuridis, terdakwa juga terbukti secara sah 
dan meyakinkan memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam 
perundang – undangan yang berlaku. 
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ABSTRACT 
 
NOVIS PURWANINGRUM NIM: E. 0005237 AN ANALYSIS OF THE 
JUDGES’ LEGAL RATIONALE ON THE CHILDREN TORTURING 
CRIMINAL ACTION BY PARENTS (A CASE STUDY NO. 
17/Pid.b/2009/PN.SKH) Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
Thesis. 2010. 
This research aims to find out what becomes the judge’s legal rationee 
(judges’ rationale) in deciding the torturing criminal action by parents and what 
juridical obstacle the judge’s encounters in determining the judge’s legal rationale 
in deciding the case No. 17/pid.b/2009/PN. SKH. 
This study belongs to normative law research that is descriptive or 
doctrinal using secondary data type. In the research, the technique of collecting 
data used was library research, that is, to collect the secondary data relevant to the 
problem studied. Next, the data obtained was studied, classified, and analyzed 
further consistent with the objective and the problem of research. 
Considering the research, it can be found that the judges’ legal rationale is 
obtained from the process of examining the legitimate evidence that can verify the 
truth of event fact and juridical fact disclosed in the trial in which the verification, 
the event fact proves to be legitimate and convincing that the accused criminal 
action is consistent with what accused to him/her, and so is the juridical fact 
verification, the accused proves legitimate and convincing to meet the criminal 
action elements regulated in the prevailing legislation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari 
segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak 
terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban oang tua 
pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi, mengasihi, serta mendidik 
anaknya sebaik mungkin, karena anak adalah titipan dan anugerah dari Tuhan 
yang wajib dipelihara. Dalam diri anak sejak lahir sampai mati telah melekat 
harkat dan martabat manusia seutuhnya, sehingga adalah suatu kewajiban untuk 
memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan, menjaganya dari 
pengaruh buruk lingkungan dan pergaulan yang kurang baik. Dengan menerapkan 
ajaran agama yang baik sebagai bekal dan pijakan untuk menjalani kehidupan, 
apalagi dalam kondisi yang semakin sulit sekarang ini.  
 Banyak orang tua pada masa sekarang resah dan bingung untuk 
menentukan sikap dalam menghadapi perilaku anak – anaknya. Hal ini 
disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas dan sarana seperti dunia maya, 
tayangan televisi, maupun media cetak yang dirasa kurang mendidik, yang 
menunjang anak – anak untuk melakukan tindakan – tindakan yang kurang baik, 
dan terkadang menghilangkan ketaatan mereka terhadap norma – norma yang 
berlaku, diantaranya terlibat tawuran, mabuk – mabukan, balapan liar, merokok, 
dan hilang nya sopan santun terhadap sesama maupun terhadap orang tua, hal ini 
yang memicu adanya kekerasan yang mungkin dilakukan orang tua terhadap 
anaknya. Orang tua yang sehari – hari harus memelihara, mengayomi, dan 
menafkahi anaknya, apalagi dalam kondisi yang sangat sulit pada saat – saat 
sekarang ini, sudah mempunyai beban pikiran yang sangat berat, ditambah lagi 
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tindakan anak yang terkadang cenderung tidak mendengarkan atau malah 
melawan petuah orang tua, dapat memicu adanya tindakan spontan orang tua 
yang ditujukan untuk memberikan efek jera atau peringatan kepada anak, yang 
mungkin dapat diartikan mengarah pada tindak  kekerasan ini.  
 Penganiayaan dan kemalangan yang dialami seseorang di masa kanak-
kanak memberikan kontribusi besar pada kemiskinan hidup yang dialaminya di 
saat dewasa, kata seorang peneliti Universitas Monash Australia. Korelasi erat 
antara pengalaman buruk masa kanak-kanak dan kemiskinan itu diungkapkan 
Direktur Pusat Nasional Riset Pencegahan Penganiayaan Anak (NRCPCA) 
Universitas Monash, Prof.Chris Goddard, berdasarkan hasil riset terbaru 
pihaknya. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Internasional 
"Child Abuse Review" itu, katanya, mendapati pengalaman buruk dan 
kemalangan di masa kanak-kanak berhubungan erat dengan fungsi keluarga, 
seperti penganiayaan terhadap anak, kekerasan keluarga, kehidupan keluarga 
yang porak-poranda serta anak-anak lari dari rumah di usia belia mereka. Menurut 
Prof. Goddard, semua pengalaman buruk tersebut memberikan sumbangan besar 
terhadap terjadinya kemiskinan sebagaimana dialami sekelompok orang yang 
hidupnya miskin di usia dewasanya.  
 Dari hasil kajian yang menggunakan metode wawancara berkedalaman 
dengan para respondennya, terungkap bahwa akumulasi kemalangan hidup di 
masa kanak-kanak tidak hanya membawa masalah kesehatan fisik dan kejiwaan, 
tetapi juga memengaruhi kemampuan orang bersangkutan untuk bisa mencapai 
sukses dalam mengikuti sistem pendidikan dan lapangan kerja. Akibatnya, 
mereka yang mengalami kemalangan dan hal-hal buruk lainnya semasa kanak-
kanaknya menghadapi persoalan dalam kemampuan fisik, kejiwaan dan 
ekonominya di dalam kehidupan mereka kelak, katanya. Sementara itu, Peneliti 
senior NRCPCA, Dr. John Frederick, berpendapat untuk membantu mereka yang 
mengalami masa kanak-kanak yang suram sehingga terhindar dari kemungkinan 
masuk ke dalam jurang kemiskinan, instansi terkait, seperti lembaga pelayanan 
perlindungan anak, perlu memberikan dukungan kepada mereka secara efektif 
sejak dini. Intervensi yang efektif semacam itu merupakan modal terbaik bagi 
mereka, katanya. Di Australia, dari sekitar 20,2 juta jiwa penduduk, sebanyak dua 
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juta jiwa di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan yang 
kurang dari separuh pendapatan rata-rata (sumber:www.antara.co.id). 
 “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(Pasal 4 Undang Undang 
no.23/2002 tentang Perlindungan Anak). Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, yang seharusnya kita jaga karena dalam diri mereka melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi 
Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan 
bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda 
agent penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, 
ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan 
diahargai hak-hak sipilnya. Indonesia sebagai Negara yang telah mendidikasikan 
diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar 
Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. (Jurnal 
perempuan.com-Jakarta). 
 Selain UU No. 39/1999 tentang HAM, Indonsia telah memberikan 
perlindungan terhadap anak secara khusus melalui UU No. 23/2002 tentang 
Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak 
anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar 
yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak. Fenomena 
yang terjadi saaat ini ternyata implementasi dari aturan hukum yang telah ada 
masih jauh dari harapan. Sosialisasi tidak berjalan dengan alas an minimnya dana 
di lembaga Negara dan peringkatan kasus kekerasan terus melonjak. Misal saja 
KPAI mencatat dalam satu bulannya terjadi 17 kasus kekerasan terhadap anak 
dengan dominasi korbannya adalah anak perempuan. Sementara itu LBH APIK 
Jakarta mencatat di tahun 2006 ada 12 kasus kekerasan terhadap anak perempuan 
yangdidampingi.   
  Anak-anak adalah sosok yang rentan artinya rentan dari segala ancaman 
bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh lingkungan keluarga, masyarakat 
sampai tingkatan pemerintah. Sekalipun telah ada perlindungan hukum masih saja 
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tubuh kecil mereka dijadikan objek kekerasan dari manusia yang lebih kuat. 
Misal, data analisa berita LBH APIK Jakarta menyebutkan masih banyak kasus 
anak-anak korban sodomi yang kasusnya tidak diproses secara hukum dengan 
menggunakan pasal perkosaan. Karena KUHP tidak mendefinisikan sodomi 
sebagai unsur perkosaan. Persoalan anak bertampah kompleks lagi dimana 
pendidikan bagi anak-anak khusus korban kemiskinan struktural tidak mendapat 
perhatian khusus belum lagi dengan kurikulum yang dengan cepatnya berubah-
ubah. Ditambah lagi himpitan kebutuhan ekonomi yang semakin menjepit dan 
mencekik, lapangan pekerjaan yang sempit membuat orang tua mereka kesulitan 
mencari nafkah, banyak anak-anak akhirnya menjadi penopang ekonomi 
keluarga. Namun dengan kondisi seperti itu ditengah kesulitan kehidupan dan 
beban tersebut akhirnya mencetak anak-anak menjadi lebih kritis menganalisa 
situasi disekitarnya. Namun tidak semua pihak menghargai kekritisan yang sering 
mereka ekspresikan melalui media tulisan, lukisan dan lain-lain. 
Pengadilan Negeri Sukoharjo menangani dan memutus perkara 
penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya. Kasus ini 
terjadi lantaran sang ayah yang baru pulang dari membeli rokok, disambut dengan 
perkataan anak yang cenderung tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang anak 
kepada orang tuanya. Kejadian ini terjadi pada pertengahan bulan November 
tahun lalu, saat itu sang ayah yang pulang sehabis membeli rokok dari hasil 
berjualan kacang tanah, disambut dengan sebutan pencuri dan orang tua yang 
tidak mau bekerja dan hanya bisa menjual kacang tanah milik istrinya atau ibu 
korban. Ucapan ini menurut sang anak, dikarenakan sang ayah yang harusnya ikut 
bekerja untuk menopang kehidupan mereka malah hanya berpangku tangan dan 
tidak perduli, malahan menjual dagangan sang isteri, tanpa sepengetahuan sang 
isteri. Ucapan anak pun berbuah petaka, sang ayah merasa tersinggung dengan 
ucapan tersebut, dan akhirnya melemparkan sandal yang dipakainya kearah anak 
dan mengenai tubuh bagian belakang anaknya. Tidak  hanya berhenti disitu, ayah 
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pun kemudian mendorong tubuh anaknya, hingga kepala bagian belakang 
terbentur lantai teras, dan kemudian membenturkan kepala anaknya sebanyak 3 
(tiga) kali ke tembok. Anak yang merasa kesakitan kemudian berteriak minta 
tolong, dan datanglah dua tetangga yang melerai dan  akhirnya membawa anak 
untuk melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Berdasarkan kasus yang 
terjadi diatas, jelas bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak, dikarenakan, 
anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita - cita perjuangan 
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 
menjamin semua kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara kita  baik dari segi 
dalam, maupun luar negeri pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu 
memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.  
 Masa kecil yang dialami anak pun juga sangat berpengaruh dalam 
perkembangan psikis anak. Anak yang tumbuh dengan masa kecil yang berada di 
dalam tekanan, atau bahkan mungkin kekerasan yang kerap dilakukan oleh orang 
tua atau anggota keluarga lainnya, dapat menimbulkan efek yang berkepanjangan, 
dan dibawa dalam kehidupannya sehari – hari kelak. Adapun efek tersebut dapat 
berupa trauma berat, phobia (rasa takut yang berlebihan pada suatu hal), ataupun 
membuat anak ingin melakukan hal serupa pada orang lain atau anggota 
keluarganya kelak, dan juga dapat berupa gangguan jiwa, ataupun emosi yang 
cenderung sangat labil. Melihat pada dampak yang ditimbulkan, tentunnya 
pencegahan dan penanganan pada korban serta pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga ini dilakukan dengan lebih intensif lagi, agar efek yang ditimbulkan tidak 
terlalu besar, serta mencegah adanya  kasus yang serupa di kemudian hari 
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 Perlindungan terhadap anak sangat penting dan kekerasan terhadap anak 
apapun bentuknya sangat dilarang, karena dapat merusak masa depan anak, dan 
berpengaruh pada tumbuh kembang psikologisnya di masa yang akan datang. 
Kekerasan dalam rumah tangga juga bertentangan dengan peraturan perundang  - 
undangan yang berlaku, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang memberikan 
perlindungan hukumkepada anaka korban tindak pidana atau menjatuhkan 
putusan terhadap terpidana dengan segala pertimbangan – pertimbangannya. 
Penelitian ini akan mencoba menganalisis legal raisonee atau pertimbangan 
hukum hakim dalam putusan tindak pidana penganiayaan anak oleh orang tua 
dengan judul  “ ANALISIS PERTMBANGAN  HUKUM HAKIM 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG 
TUA ( STUDI PERKARA NO.17/Pid.b/2009/PN.SKH ) “ 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk 
membantu penulis dalam merumuskan tujuan penelitiannya. Membantu 
membatasi permasalahan yang akan dikaji dan dibahas agar tetap fokus dan tidak 
melebar/universal, mencapai tujuan, dan memperoleh jawaban dari permasalahan 
yang dikaji, untuk memperluas pengetahuan. Berdasarkan latar belakang masalah 
dan uraian di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut: 
“Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tidak pidana 
penganiayaan anak  oleh orang tua dalam memutus perkara 
No.17/pid.b/2009/PN.SKH?” 
C. TUJUAN PENELITIAN 
 Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat dan cepat 
mengenai sasaran yang dikehendaki. Penelitian juga dapat menentukan arah 
dalam pelaksanaan suatu penelitian tersebut. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
Untuk mengetahui pembuktian dalam kasus penganiayaan terhadap anak 
oleh orang tua kandungnya terutama pada kasus No.17/pid.b/2009/PN.SKH. 
2.   Tujuan Subyektif  
a. Untuk mendapatkan data dan informasi guna menyusun Penulisan Hukum 
sebagai syarat yang harus ditempuh dalam memperoleh gelar kesarjanaan 
di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas pngetahuan penulis 
dalam Ilmu Hukum khusunya Hukum Acara Pidana. 
c. Untuk menambah pemahaman dan pengalaman penulis tentang Ilmu 
Hukum di lapangan. 
D. MANFAAT PENELITIAN  
 Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai, 
adapun yang diharapkan dalm penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum 
pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. 
b. Dapat membarikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang terjadi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 
membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang ia peroleh. 
b.Untuk memberikan jaminan atas masalah yang diteliti. 
c. Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang terkait langsung dengan 
penelitian ini. 
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E. METODE PENELITIAN 
 Penelitian adalah suatau kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sisematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan cara menganalisanya. Yang 
diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan 
suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsure 
mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 
(Soerjono Soekanto,1986:7). Metode penelitian mengemukakan secara teknik 
tentang metode – metode yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut; 
a. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum 
normative atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan 
meneliti data sekunder atau bahan – bahan pustaka yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan – 
bahan tersebut kemudian susun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono 
Soekanto,1986:14). 
 Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan 
obyektif mengenai suatu masalah guna dapat memberikan gambaran yang jelas 
mengenai acuan yang digunakan hakim dalam menentukan legal rasionee dan 
bagaimana pembuktian fakta peristiwa dan fakta yuridis terkait kasus 
penganiayaan anak oleh orang tuanya. 
b. Sifat Penelitian  
 Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha 
mendapatkan data – data untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan 
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kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala – gejala lainnya (Soejono Soekanto,1986:10). Penulis 
dalam penelitian ini ingin menemukan, dan memahami gejala – gejala yang 
diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti – setelitinya untuk mengetahui 
gambaran yang jelas tentang acuan yang digunakan hakim dalam menentukan 
legal rasionee dan bagaimana pembuktian fakta peristiwa dan fakta yuridis 
terkait kasus penganiayaan anak oleh orang tuanya. 
c. Pendekatan Penelitian  
 Dalam penelitian normative, dengan case study (studi kasus) maka 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang -  undangan, 
pendekatan konsep, pendekatan analisIs, pendekatan filsafat, pendekatan 
histories, dan pendekatan perbandingan (Jhony Ibrahim,2006:443). Pendekatan 
penelitian yang dilakukan penulis dengan memperoleh data tertulis dari 
Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan studi kepustakaan. 
d. Bahan Hukum 
 Secara umum, maka di dalam penelitian ini biasanya dibedakan antara 
data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan bahan 
pustaka Yang diperoleh secara langsung diperoleh dari masyarakat adalah data 
primer, sedangkan yang diperoleh dari pustaka disebut data sekunder (Soejono 
Soekanto,1986:51). 
 Jenis data yang digunaan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan berbagai buku, arsip, 
dokumen, peraturan perundang - undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan – 
bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, dalam penelitian ini 
dipakai adalah sumber data sekunder, terdiri dari; 
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1) Bahan Hukum Primer; 
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mmempunyai kekuatan 
hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan 
perundang – undangan. Dalam penelitian ini yang utama adalah:  
a) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 
b) Undang – undang RI No.23 Th 2004 tentang Penghapusan Tindak 
c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
d) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP); 
e) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);   
f) Undang – undang Dasar 1945.  
2) Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mngenai bahan hukum primer,seperti hasil karya para sarjana, 
majalah, internet,dan makalah. 
3) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang 
  Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan hukum yang bersifat 
mnunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu  kamus 
bahasa Indonesia dan lainnya. 
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Suatu penelitian memerlukan data yang lengkap dan memiliki nilai 
validitas yang tinggi. Untuk mengumpulkan data tersebut, maka perlu dilakukan 
dengan cara dan dengan teknik tertentu. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan 
pustaka ini penulis lakukan engan usaha – usaha pengumpulan data terkait 
dengan legal raisonee hakim dalam memutus perkara penganiayaan oleh orang 
tua di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan cara mengunjungi perpustakaan – 
perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku – buku, literature, 
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artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang 
berkaitan erat dengan pengaturan legal raisonee hakim dalam memutus perkara 
penganiayaan oleh orang tua. 
f. Analisis Data 
 Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengoganisaian dan 
pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 
oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103). Teknik analisis data yang digunakan 
oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan 
data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan 
dengan masalah yang akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil 
analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian. 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM.  
 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum, maka penulis 
sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 
(empat) bab yang tiap – tiap bab terbagi dalam sub – sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 
penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I              : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini Penulis menguraikan pendahuluan yang berisi 
latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian 
dan sistematika skripsi. 
BAB II              :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan 
tentang pembuktian, tinjauan tentang alat bukti sah menurut 
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Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
tinjauan tentang legal raisonee, tinjauan tentang putusan hakim, 
tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan. 
BAB III          :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan 
pembahasan mengenai apa yang menjadi legal raisonee hakim 
dalam memutus perkara penganiayaan anak oleh orang tua 
kandungnya, dan apa kendala yuridis yang dihadapi hakim dalam 
memutus perkara penganiayaan No17/pid.b/2009/PN.SKH di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
BAB IV             : PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari 
data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap 
pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi 
bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan 
sehingga bermanfaat bagi semua pihak. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Kerangka teori 
1. Tinjauan Tentang Pembuktian  
a. Pengertian Pembuktian 
 Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi 
dan terdakwalah yang salah melakukannya, sehingga harus 
mempertanggung jawabkannya (Darwan Prints, 1998:133). Pembuktian 
tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk 
memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang 
perkara yang diajukan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang 
berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 
Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 
terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 
bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan 
hakim membuktikan  kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 
2000:273). Menurut Van Bemelen dalam Moeljatno membuktikan adalah 
memberikan kepastian yang layak menurut akal, (redelijke) tentang 
apakah hal tersebut itu sungguh – sungguh terjadi, dan apa sebabnya 
demikian halnya (Moeljatno: 1:87:77). Sedangkan menurut Hari 
Sasangka, merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur 
macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut 
dalam pembuktian, syarat- syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut 
serta kewenangan hakim untuk menerima , menolak dan menilai suatu 
pembuktian. Hal yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan 
 14 
yang dilakukan terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak 
pidana (Hari Sasangka dan Ruly Rasita:2003: 11). 
  Hukum pembuktian adalah konsekuensi logis dari asas praduga tak 
bersalah (presumption of  inosence), dimana kepada tersangka atau 
terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan 
yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (the 
right of non self incrimination). Terdakwa juga berhak untuk tidak 
memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses 
persidangan (the right to remain silent). 
 Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian 
dalam acara perdata. Dalam acara pidana pembuktian adalah: 
1) Bertujuan untuk mencari kebenaran material (kebenaran yang sebenar 
– benarnya / kebenaran sejati ). 
2) Hakimnya bersifat aktif, hakim berkewajiban untuk mendapatkan 
bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh. 
3) Alat buktinya bisa berupa : 
a) Keterangan saksi, diatur dalam Pasal 185 KUHAP 
b) Keterangan ahli, diatur dalam Pasal 186 KUHAP 
c) Surat, diatur dalam Pasal 187 KUHAP 
d) Petunjuk, diatur dalam Pasal 188 KUHAP 
e) Keterangan terdakwa, diatur dalam Pasal 189 KUHAP 
f) Hal – hal yang sudah diketahi umum kebenarannya,maka tidak 
diperlukan pembuktian lagi. 
  Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam 
Pasal 183 – 189 KUHAP. Sedangkan untuk menjamin tegaknya 
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, maka Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. 
b. Tujuan Pembuktian 
  Dalam pembuktian hukum acara pidana mengandung beberapa tujuan 
yang berguna untuk pembuktian perkara pidana yang sedang  diperiksa. 
Adapun beberapa tujuan pembuktian yaitu ; 
1) Bagi terdakwa/ penasehat hukum untuk memberikan keyakinan 
kepada hakim, berdasarkan alat – alat bukti di depan persidangan 
bahwa terdakwa dibebaskan dalam hal perbuatan yang didakwakan 
tidak terbukti sama sekali. Atau terdakwa dilepaskan dari segala 
tuntutan hukum apabila perbuatannya terbukti namun bukan 
merupakan suatu tindak pidana. 
2)    Bagi penuntut umum, merupakan usaha untuk memberikan 
keyakinan bagi hakim, yakni berdasarkan alat – alat bukti yang 
didapat dipersidangan untuk menyatakan tindakan bersalah sesuai 
dengan surat / catatan dakwaan. 
3)    Bagi hakim merupakan dasar untuk membuat putusan atas dasar 
adanya alat – alat bukti dari penuntut umum, maupun penasehat 
hukum.  
 Sedangkan menurut Darwin Print membuktikan suatu perkara 
pidana mempunyai tujuan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya 
terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di muka sidang pengadilan. 
Dalam membuktikan, hakim harus memperhatikan kepentingan 
masyarakat dan kepentingan terdakwa.  Kepentingan terdakwa disini 
adalah terdakwa diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak 
ada seorang yang tidak bersalah menerima hukuman. Atau dengan kata 
lain, apabila terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan 
perbuatannya. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat berarti, bahwa 
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seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang – 
undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya. 
c. Asas – Asas Pembuktian  
  Ada beberapa asas – asas yang perlu dicermati dalam pembuktian 
hukum acara pidana, yaitu : 
1) Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian oleh penuntut 
umum, dan persidangan berkewajiban membuktikan kesalahan 
terdakwa dengan alat bukti yang lain, berdasar pada Pasal 189 ayat (4) 
KUHAP. 
2) Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan lagi 
kebenarannya/ notoire feiten, berdasar pada Pasal 184 ayay (2) 
KUHAP, dimana peristiwa itu sudah semestinya demikian, sehingga 
bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. 
a) Menjadi saksi adalah suatu  kewajiban, hal ini berdasar pada Pasal 
159 ayat (2 ) KUHAP. 
b) Satu saksi bukan merupakan saksi ( unus testis nulus testis) 
berdasar pada Pasal 185 ayat (2 ) KUHAP. 
c) Keterangan terdakwa hanya mengikat dirinya dan tidak boleh 
digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lainnya, berdasar 
pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP. 
d. Sistem Teori Pembuktian 
  Ada beberapa jenis system pembuktian yang ada dan masih digunakan 
pada masa sekarang ini oleh beberapa Negara, yaitu ; 
1) Conviction intime/  berdasarkan keyakinan hakim semata 
  Teori ini hanya menitik beratkan hanya pada keyakinan hakim  
sebagai dasar dijatuhkannya putusan, dan tidak prlu menyebut alasan 
alasan putusannya (R. Soesilo 1982 : 131) dimana; 
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a) Bersalah tidaknya terdakwa sepenuhnya diserahkan pada penilaian 
keyakinan hakim. 
b) Pemeriksaan di pengadilan bukan untuk mencari alat bukti, namun 
untuk membentuk keyakinan hakim. 
c) Keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada alat bukti yang sah. 
d) Kelemahanya yaitu membentuk kepercayaan yang terlalu besar pada 
hakim. 
2) Teori pembuktian menurut UU secara positif/ positif wettelijk 
 Teori ini merupakan lawan dari teori Conviction intime diatas, dimana: 
a) Bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tidaknya alat bukti 
yang sah menurut UU. 
b) Mengabaikan / tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. 
c) Hakim hanya merupakan sarana UU. 
d) Hanya dapat digunakan dalam hukum acara perdata yang mengejar 
kebenaran formil. 
3) Teori pembuktian berdasar pada keyakinan atas alasan logis/ laconviction 
raisonee 
  Teori ini hampir sama dengan Conviction intime hanya saja lebih di 
dasarkan pada alasan logis yang kuat, dimana ; 
a) Juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar utama 
menghikum terdakwa. 
b) Keyakinan hakim harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan 
logis, diterima akal pikiran yang sehat. 
c) Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah. 
4) Teori pembuktian menurut UU secara negatif/ negative wettelijk stelsel 
 Sistem ini terleletak diantara dua sistem yang berbeda dan 
berlawanan (positif wettelijk dan Conviction intime), dimana; 
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a) Hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah ia yakin dan 
keyakinan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah menurut UU. 
b) Ada dua syarat, yaitu; 
(1) Wettelijk ; alat bukti yang sah menurut UU 
(2) Negatif ; masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim 
5) Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia  
 Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia mengalami beberapa 
perubahan, sesuai dengan pergantian peraturan yang berlaku dan terus 
diperbaharui seperti dibawah ini; 
a) Sebelum adanya KUHAP, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia 
menggunakan HIR atau Kitab Undang – undang perdata yang 
menggunakan negative wettelijk dengan minimal pembuktian, yaitu satu 
saksi bukan merupakan saksi. 
b) Sesudah  adanya KUHAP sistem pembuktian yang dianut di Indonesia 
menggunakan negative wettelijk dengan dasar hukumnya ; Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya ( Pasal 183 KUHAP ). 
c) Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.4/2004 juga menggunakan negative 
wettelijk. 
f. Pembuktian Fakta Peristiwa dan Fakta Yuridis 
Pembuktian di muka sidang adalah untuk membuktikan adanya 
kesesuaian antara fakta yuridis dan fakta peristiwa yang mendukung 
pembuktian perkara pidana yang sedang diperiksa. Adapun jenis- jenis fakta 
yang terungkap di persidangan adalah : 
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1) Fakta Peristiwa 
Adalah adanya bukti nyata adanya kejadian perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat diketahui dari bukti – bukti sah 
yang ada seperti keterangan saksi, korban, yang melihat, mendengar, 
atau mengalami sendiri kejadian itu, atau mungkin keterangan ahli, yang 
dapat berupa surat visum et repertum, atau hanya sekedar pendapatnya 
tentang perkara yang sedang ditangani. Fakta peristiwa juga dapat 
berdasar alat bukti yang menguatkan adanya suatu perbuatan yang telah 
dilakukan oleh terdakwa, misal alat yang digunakan untuk melakukan 
tindakan tersebut.. 
2) Fakta Yuridis  
Adalah bukti terpenuhinya suatu unsur – unsur suatu perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain 
merupakan tindakan yang dikenai saksi pidana apabila terbukti 
dilakukan. Dalam hal ini suatu perbuatan baru akan dikatakan sebagai 
perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsure 
perbuatan yang dialarang oleh aturan yang berlaku, dan akan dikenai 
saksi sesuai aturan yang berlaku. 
2. Tinjauan Alat Bukti Sah Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP)  
  Pasal 184 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menyebutkan alat bukti yang sah yaitu ; 
a. Keterangan Saksi 
b. Keterangan Ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan Terdakwa 
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Macam – macam alat bukti sah adalah : 
a. Keterangan saksi 
     Menurut Pasal 185 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) keterangan saksi adalah : 
Ayat (1) 
  Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di 
sidang pengadilan 
Ayat (2) 
  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.  
Ayat (3) 
  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila 
disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. 
Ayat (4) 
  Keterangan beberapa saksi yang sendiri – sendiri tentang suatu 
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah 
apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya yang 
sedemikian rupa, sehingga dapat membedakan adanya suatu kejadian aatau 
keadaan tertentu. 
Ayat (5) 
  Baik pendapat ataupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran 
saja, bukan merupakan keterangan saksi. 
  Keterangan yang diberikan secara tulisan harus dibacakan di muka 
hakim dan sidang secara lisan dan sesudahnya diserahkan kepada hakim. 
Menurut Pasal 162 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), keterangan yang diucapkan di muka polisi itu bukannlah 
merupakan suatu kesaksian, lain halnya apabila keterangan itu diberikan 
dalam pemeriksaan pendahuluan dengan disumpah lebih dahulu, ditetapkan 
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dalam berita acara yang dibacakan di muka siding karena orangnya 
meninggal dunia atau tidak datang. Keterangan 1 (satu) saksi bukan 
merupakan alat bukti, dengan artian, untuk menguatkan bukti bahwa telah 
terjadi tindak pidana harus ada paling sedikit 2 saksi, dengan keterangan 
yang saling berkaitan atau berhubungan dengan tindak pidana. 
 Di dalam praktek, ternyata alat bukti inilah yang paling utama 
digunakan dalam pembuktian suatu tindakan atau peristiwa yang telah 
terjadi, maka diperlukan adanya syarat sah keterangan saksi, yaitu ; 
1) Harus merupakan peristiwa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri 
Menurut penjelasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) dalam keterangan saksi tidak termasuk 
keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. 
2) Harus diberikan dengan dibawah sumpah, kecuali 
a) Keluarga sedarah/ semenda, sampai dengan derajat ketiga 
b) Suami atau isteri dari terdakwa 
c) Sama – sama jadi terdakwa 
d) Anak di bawah 15 tahun dan belum kawin 
e) Sakit ingatan  
3) Keterangan saksi yang tanpa sumpah, tidak merupakan alat bukti, 
namun digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan digunakan 
sebagai petunjuk. 
4) Harus diberikan di depan pengadilan 
5) Cara memperoleh keterangan saksi harus sesuai dengan Undang – 
undang (syarat formil). 
 Adapun syarat – syarat formil dari keterangan saksi yang harus 
dipatuhi oleh para  aparat penegak hukum dan para saksi, yaitu ; 
1) Dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat. 
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2) Saksi dilarang berhubungan satu sama lain sebelum memberikan 
keterangan dalam persidangan. 
3) Jawaban saksi harus diberikan secara bebas. 
4) Pertanyaan harus diajukan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh 
saksi. 
  Berdasarkan hal tersebut diatas maka saksi berkewajiban harus 
memberikan keterangan yang ; 
1) Sebenar - benarnya yang berhubungan dengan apa – apa yang dilihatnya 
sendiri, dan apa – apa yang didengarnya sendiri, bukan testimonium de 
auditu ataupun rekaan hasil pemikiran saksi, dan apa –apa yang 
dialaminya sendiri. 
2) Harus sejajar dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
3) Terdakwa dapat membantah keterangan saksi. 
4) Saksi yang sudah memberikan keterangan, tetap hadir di sidang. 
Disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang – undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi, 
hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan: 
a) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain; 
b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 
c)  Alasan yang mungkin dipergunakan oleh si saksi untuk memberi 
keterangan tertentu;  
d) Cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 
b. Keterangan Ahli 
  Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang  
tidak mengalami dan atau melihat langsung tindakan pidana yang terjadi, 
namun memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk 
memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, keterangan 
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diberikan di muka persidangan setelah mengucapkan sumpah janji kepada 
hakim. Jadi seorang ahli dapat menjadi saksi dalam persidangan meskipun 
tidak mengalami secara langsung kejadian tersebut. Ahli mempunyai 
kewajiban sama dengan saksi biasa yang dipanggil di muka pengadilan 
lainnya, dan memiliki kewajiban menghadap / datang ke persidangan 
dengan patut menurut hukum, bersumpah atau mengucapkan janji sebelum 
mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan 
pidana), memberi keterangan yang benar. Ahli dapat tidak memenuhi 
kewajibannya tetapi yaitu membayar segala biaya yang telah dikeluarkan  
dan kerugian yang telah terjadi, akan tetapi seorang ahli dapat tidak 
menghadiri sidang karena alasan yang sah. Keterangan ahli bertujuan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana. 
  Materi keterangan ahli tidak menyangkut perkara yang sedang 
diperiksa, hanya bersifat menjelaskan tentang sesuatu yang dianggap belum 
terang., dan tidak bertujuan untuk mencari pelaku perkara pidana yang 
sedang diperiksa. Berdasarkan hal tersebut, maka adapun syarat – syarat 
sahnya keterangan ahli yaitu diberikan oleh seorang ahli yang memiliki 
keahlian di bidang tertentu, dan keterangan diberikan berdasar pengetahuan 
yang sebaik – baiknya.  
  Seorang ahli wajib untuk disumpah sebelum memberikan keterangan 
di muka penyidik (dalam bentuk visum sidang). Menjadi serang ahli adalah 
suatu kewajiban hukum, kecuali disebabkan karena harkat dan martabat, 
pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia. 
Berdasar hal tersebut, maka seorang saksi ahli dapat mengundurkan diri 
sebagai saksi dalam suatu pemeriksaan suatu perkara pidana. 
  Tata cara pemberian keterangan ahli dalam bentuk laporan / visum atas 
permintaan penyidik adalah pertama – tama permintaan diajukan penyidik 
tertulis, dan ditujukan kepada ahli yang mempunyai keahlian khusus, 
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dengan menyebutkan secara tegas untuk keperluan apa pemeriksaan 
dilakukan. Kemudian ahli membuat laporan sesuai dengan permintaan 
penyidik, dan laporan tersebut dikuatkan oleh sumpah pada waktu ahli 
menerima jabatan atau pekerjaan sebagai saksi ahli perkara yang sedang 
diperiksa. 
  Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli yang memenuhi syarat 
adalah merupakan alat bukti yang sah, dan bersifat bebas (vrij bewiijs). Jika 
beberapa ahli hanya mengungkapkan hal yang sama ataupun keadaan yang 
sama terhadap perkara yang sedang diperiksa, maka dua keterangan ahli 
ataupun beberapa saksi ahli adalah satu alat bukti. Sedangkan apabila dua 
ahli mengungkapkan keterang yang berbeda terhadap perkara yang sedang 
diperiksa, maka dua keterangan ahli merupakan dua alat bukti, karena 
mengungkapkan keadaan yang berbeda. 
c. Surat 
Keterangan surat adalah keterangan tentang peristiwa tindak pidana 
dalam bentuk surat, yang dibuat oleh pejabat umum berwenang dan atau 
yang dibuat di hadapannya, dimana memuat rangkaian kejadian yang 
dialaminya sendiri dan disertai alasan yang kuat menegaskan hal tersebut, 
dan diperlukan untuk keperluan pembuktian tindak pidana yang terjadi. 
Yang dimaksud surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang 
dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu. 
  Nilai kekuatan pembuktian surat dalam hukum acara pidana dilihat 
dari ; 
1) Segi Formil  
Dalam segi formil, surat merupakan alat bukti yang sempurna, 
artinya sudah benar kecuali dilumpuhkan alat bukti lain, dan semua 
pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan 
perbuatannya. 
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2) Segi Materiil  
Dalam segi materiil alat bukti surat bukan merupakan alat bukti 
yang mengikat dan bersifat bebas, hal ini didasarkan pada asas tujuan 
hukum acara pidana, asas keyakinan hakim, asas batas minimum 
pembuktian. 
Perlu di ingat tentang dua patokan alat bukti surat menurut A. Karim 
Nasution, 1975 : 121 yaitu ; 
1) Bahwa bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap 
bukti – bukti surat dalam perkara perdata, namun surat – surat tersebut 
dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan, bahwa mereka harus 
menentukan keyakinan hakim. Dimana dalam perkara pidana hakim 
dapat mengesampingkan akta yang ada. 
2) Bahwa pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari 
kebenaran materiil. 
Ada beberapa pembagian surat, menurut penjelasan Pasal 187 Kitab 
Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) surat dibagi menjadi 4 
jenis yaitu: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau yang dibuat yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu; 
2) Surat yang dibuat menurut peraturan perundang – undangan atau surat 
yang dibuat oleh pejabat mengeenai hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau keadaan; 
3) Surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau kedaan yang diminta 
secara resmi dari padanya ;dan 
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4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 
dari alat pembuktian yang lain. 
d. Petunjuk 
Menurut Pasal 188 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) Kitab 
Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian dan atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik 
antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Petunjuk sendiri dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, oleh karena itu bukan merupakan alat bukti langsung. Penilaian 
terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat 
dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati 
pemeriksaan yang cermat dan sesama berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 
ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dalam mempergunakan alat bukti petunjuk (A. Karim Nasution, 1975-
29), tugas hakim akan lebih sulit, ia harus mencari hubungan antara 
perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta 
mengkombinasikan akibat – akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu 
keputusan tentang terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Dari hal 
yang diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) tersebut (PAF. LAMINTANG, 1984: 440 ) kiranya orang dapat 
mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk – petunjuk di 
dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin suatu redenering atau suatu 
pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan 
kenyataan yang lain, atau suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri. 
e. Keterangan terdakwa 
Menurut Pasal 189 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), yang dimakud keterangan terdakwa adalah apayang telah 
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diyatakan terdakwa di muka sidang, dengan tanpa adanya tekanan, dan 
bersifat bebas, berisi tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahui 
atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa bersifat lebih luas 
dibandingkan pengakuan, dikarenakan tidak hanya berisi pengakuan 
terdakwa atas apa yang dilakukannya namun juga dapat berupa petunjuk 
dalam memecahkan perkara yang sedang di sidangkan.  
Alat bukti ini tidak cukup untuk berdiri sendiri, dikarenakan 
tergantung pada alat bukti lainnya, dikareanakan keterangan terdakwa hanya 
dapat dikenakan pada dirinya sendiri. Agar supaya cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi 
dengan satu alat bukti yang lain, missal satu keterangan saksi, satu 
keterangan ahli, satu surat dan satu buah petunjuk. Yang merupakan bukti 
sah apabila keterangan terdakwa diberikan aatu diucapkan dalam sidang 
pengadilan, sedangakan yang terdakwa berikan atau terangkan dalam 
pemeriksan hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di 
sidang pengadilan. 
 Dari ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan tersebut dapat dibagi menjadi 2 
(dua) golongan yakni ; 
1) Diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang 
diberikan di dapan penyidik. 
2) Diberikan di dalam sidang pengadilan. 
 Keterangan terdakwa di luar sidang di luar sidang (keterangan 
tersangka) tidak bias digunakan untuk menemukan alat bukti baru di 
dalam sidang, jikatidak didukung alat bukti yang sah (tafsir A contario 
dari Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP)). Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan jangan 
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sampai hanya mengejar keterangan tersangka sajadalam proses 
penyidikan, karena dalam alat bukti yang sah lainnya tidak akan 
mempunyai arti. Contohnya apabila keterangan tersangka tersebut dalam 
berita acara pemeriksaan dicabut dalam sidang, maka akan lebih parah 
jika tidak ada alat bukti sah lainnya. Hal ini diperkuat dengan 
pengaturan pada Pasal 189 ayat (4) ) Kitab Undang – undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa 
tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, maka pengakuan 
terdakwa tidak menghapuskan beban pembuktian yang harus dibuktikan, 
karena yang dicari dalam proses hukum acara pidana adalah kebenaran 
materiil.  
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri, dengan demikian keterangan terdakwa tidak dapat untuk 
memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan 
dimana terdakwanya lebih dari satu orang, maka pemeriksaan harus 
dilakukan secara terpisah, untuk mendapatkan hasil yang obyektif. Hal 
ini ditujukan agar terdakwa tidak salingmempengaruhi atau 
menyesuaikan diri dengan keterangan terdakwa yang lainnya. 
3.Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim 
Bahwa dalam praktik mengadili menurut hukum, ada tiga kemungkinan 
peran hakim  dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam memutus 
suatuperkara,yaitu; : 
a. Hakim sekadar menjadi mulut undang-undang 
 Meskipun ajaran “hakim sebagai mulut undang” telah ditinggalkan, 
tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekadar melekatkan 
ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit. Perbedaannya, di 
masa paham legisme, hakim sebagai mulut undang-undang merupakan suatu 
kewajiban (imperatif). Sekarang, kalaupun hakim menjadi mulut undang-
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undang semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan 
dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktik, hal semacam itu akan sangat 
jarang terjadi. 
b. Hakim sebagai penerjemah aturan hukum yang ada.  
 Sebagai penerjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui 
penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena 
aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis 
sama dengan lukisan yang ada di dalam undang-undang yang berlaku pada 
Negara tersebut. 
c. Hakim sebagai pembentuk hukum (rechtschepper, judge-made law) 
Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi 
hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. 
Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum 
(cukup) mengatur, atau hukum yang ada telah usang. (BagirManan,2005:11). 
 Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa konsep “mengadili menurut 
hukum” melahirkan sikap yang berbeda-beda di antara hakim. Realitas tersebut 
tetap menggambarkan adanya perbedaan dalam memaknai “hukum”. Perbedaan 
tersebut secara historis juga terjadi dalam ranah filsafat hukum. Mengikuti 
argumentasi ajaran realisme hukum, sebenarnya hakim tidak selalu harus 
terjebak pada penciptaan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat ditinggalkan 
ketika kepentingan-kepentingan sosial (social interests) atau kebutuhan-
kebutuhan sosial (social needs) menghendaki. Karena itu, dapat 
diakomodasinya perkembangan masyarakat oleh hakim seperti didalilkan 
Sudikno Mertokusumo tersebut hanya dapat dipenuhi apabila tanpa harus 
berpegang pada usaha penciptaan kepastian hukum. 
Pertimbangan hukum hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh 
hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada, 
didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan 
 30 
kebijaksaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat 
keyakinan hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat 
berguna untuk hal ini. Dikarenakan hakim tidak boleh memutus perkara apabila 
tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang meyakinkan. Bahkan sering 
kali hakim dapat membebaskan seseorang berdasar barang bukti yang ada 
dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, 
dan cermat). 
Pertimbangan hukum hakim dapat diperoleh dari musyawarah majelis 
hakim, dimana hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan terhadap 
terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dimulai 
dari hakim yang termuda sampai pada hakim yang tertua, dalam Kitab Undang 
– Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan astilah muda dan tua 
itu. Apakah istilah itu berdasarkan umur ataupun jenjang kepangkatan, menurut 
HMA Kuffal, hal tersebut lebih tepat didasarkan pada jenjang kepangkatan 
(HMA.Kuffal 2005:354). Setelah itu, majelis hakim mengemukakan 
pendapatnya secara berurutan dimulai dari yang termuda hingga yang tertua, 
disertai pertimbangan dan dasar hukumnya, dan yang terakhir diberikan oleh 
hakim ketua majelis (Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP)).  
Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majekis hakim tersebut 
merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila telah diusahakan dengan 
sungguh – sungguh permufakatan bulat itu tetap tidak berhasil, maka berlaku 
ketentuan sebagai berikut ; 
a. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak 
b. Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, mak putusanyang 
dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa 
(Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). 
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c. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib memberikan 
pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang 
sedang dihadapi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
putusan. 
 Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai kata mufakat bulat, 
maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (UU No. 04 
Th 2004 Pasal 19 ayat (4) dan (5). Pelaksanaan musyawarah pengambilan 
putusan sebagai tersebut diatas dicatat dlam buku himpunan putusan, yang 
khusus disediakan untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia 
(Pasal 182 ayat (7) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). 
Putusan pengadilan negari hasil musyawarah majelis hakim tersebut dapat 
dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang 
sebelunya sudah diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan atau 
penasehat hukumnya ( Pasal  182 ayat (8) Kitab Undang – undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP)). 
4. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 
Putusan hakim dapat berupa putusan bebas,  lepas dari segala tuntutan 
hukum, dan putusan penjatuhan sanksi pidana, tergangtung pada alat bukti yang 
sah mendukungnya. 
a. Putusan Bebas  
 Putusan Bebas adalah apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis 
hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang – undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan negeri berpendapat bahwa hasil 
dari pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP)).  
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b. Lepas dari Segala Tuntutan Hukum  
 Menurut Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.  
c. Putusan Pemidanaan 
Dalam hal majelis hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Jika terdakwa 
tidak ditahan, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya terdakwa 
tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang terbukti memenuhi ketentuan 
Pasal 21 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 
terdapat cukup alasan untuk melakukan penahanan. Apabila pada waktu 
dijatuhi pidana, terdakwanya sudah berda dalam status tahanan, pengadialn 
dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan bahwa terdakwa tetap 
berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan 
untuk itu, misalnya lama penahanan sama dengan lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 193  Kitab Undang – undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP)). 
 Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
jika terdakwa berada dalam status tahanan, hakim ketua majelis memerintahkan 
agar terdakwa dibebaskan sejketika itu juga, kecuali berdasarkan alasan lain 
yang sah terdakwa masih perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang – 
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan pembebasan terdakwa dari 
tahanan tersebut segera dilakukan oleh jaksa sesudah putusan itu diucapkan 
oleh hakim ketua sidang (Pasal 192 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Setelah perintah/ penetapan pembebasan terdakwa dari 
tahanan tersebut dilaksanakan, maka jaksa mengirimkan laporan tertulis 
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dilampiri berita acara pembebasan dari tahanan. Laporan tersebut disampaikan 
pada ketua pengadilan negeri paling lama tga kali dua puluh empat jam ( Pasal 
192 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). 
5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 
a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, 
dimana tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat 
, jatuh sakit, atau luka berat. Dimana tindakan ini bertentangan dengan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan dapat dikenai sanksi 
pidana sesuai peraturan yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
dalamnya. 
b. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang – undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
 Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 
kekerasan disebut dengan penganiayaan, dimana ancaman pidananya lebih 
berat dibanding yang diatur dalam UU No.23 Th 2004.  Penganiayaan 
disamakan sengaja merusak kesehatan dan  percobaan untuk melakukan 
kejahatan ini idak dipidana Pasal 153 ayat (4) dan (5) Kitab Undang – undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
 Pengaturan dan pembagian tentang penganiayaan diatur dalam Kitab 
Undang – undang Hukum Pidana (KUHP); 
1) Tentang Penganiayaan 
   Acaman hukuman untuk penganiayaan ada pada Pasal 351 (1) Kitab 
Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “penganiayaan 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah “. 
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  Dalam Pasal ini diatur tentang akibat yang ditimbulkan dari 
penganiayaan itu sendiri pada diri korban. Adapun akibatnya adalah sebagai 
berikut ; 
a) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat  
  Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada diri koban 
ancaman pidana nya cukup berat, yaitu sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) 
Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Jika 
perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama lima tahun “. 
b) Penganiayaan yang mengakibatkan mati 
 Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa pada korban 
penganiayaan sanksi pidana nya cukup berat, yaitu sesuai dengan Pasal 
351 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)  ; 
 Ayat (3)  
Jika menyebabkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
Ayat (4)  
Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
Ayat (5)  
Percobaan untuk melakukan kejahatan ini idak dipidana. 
2) Pembagian Penganiayaan 
 Pembagian penganiayaan ini berdasarkan pada kedudukan koban 
dengan terdakwa, apakah orang yang bekerja untuknya, keluarga, atau 
pejabat yang sedang bertugas, maka penganiayaan dibagi menjadi ; 
a) Penganiayaan terhadap orang yang bekerja pada terdakwa atau menjadi 
bawahan dari terdakwa ; 
 Penganiayaan terhadap orang yang bekerja pada terdakwa atau 
menjadi bawahan dari terdakwa  dan hanya mengakibatkan luka ringan 
 35 
dan tidak mengahalangi untuk menjalankan pekerjaan jabatan, 
dimasukkan pada penganiayaan ringan, dengan ancaman pidana  penjara 
paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah 
namun, ditambahkan sepertiga, karena penganiayaan dilakukan pada 
orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Apabila 
dilakukan kepada orang lain yang bukan merupakan bawahan, atau yang 
bekerja pada terdakwa, maka diancam dengan  pidana  penjara paling 
lama tiga bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah Pasal 352 
ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). 
b) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu 
 Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dapat 
mengakibatkan efek yang  berfariasi pada korbannya, maka 
penganiayaan dengan rencana saksi pidananya berfariasi tergantung 
akibat yang diderita oleh korban. Penganiayaan dengan rencana diatur 
dalam tiga Pasal sekaligus pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana 
(KUHP) yaitu pada; 
Pasal 353.  
Ayat (1)  
Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan 
pidana paling lama empat tahun. 
Ayat (2)  
Jika perbuatan itu mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Ayat (3)  
Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
Pasal 354.  
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Ayat (1)  
Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena 
melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
Ayat (2)  
Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
Pasal 355.  
Ayat (1)    
Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Ayat (2) 
 Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama duapuluh tahun. 
 Penganiayaan berencana seperti tersebut diatas dapat dikenakan 
ancaman pidana tambahan sepertiga (Pasal 366. Kitab Undang – undang 
Hukum Pidana (KUHP)) “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 353, 354, 
dan 355 dapat ditanbah dengan sepertiga”) dari yang diancamkan 
sebelumnya, apabila penganiayaan tersebut ; 
(1) Penganiayaan tersebut dilakukan kepada anggota keluarganya 
sendiri, diatur dalam Pasal 366 Ke-1. Kitab Undang – undang 
Hukum Pidana (KUHP) “ Bagi yang melakukan kejahatan itu 
terhadap ibunya, bapaknya, istrinya, atau anaknya;” 
(2) Penganiayaan tersebut dilakukan kepada pejabat yang sedang 
bertugas , diatur dalam Pasal 366 Ke-2. Kitab Undang – undang 
Hukum Pidana (KUHP) “Jika kejahatan dilakukan terhadap 
seseorang pejabat ketika atau kareana menjalankan tugasnya yang 
sah;” 
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(3) Penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan – 
bahan yang berbahaya diatur dalam Pasal 366 Ke-3. Kitab Undang 
– undang Hukum Pidana (KUHP) “Jika kejahatan dilakukan 
dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau untuk diminum”. 
c) Pencabutan Hak – Hak Terpidana  
Dasar hukum pencabutan hak – hak terpidana diatur dalam Pasal 
357. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)  dapat dilakukan 
oleh hakim dengan putusan hakim yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat 
(1) ke-1 – 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan 
lainnya yang mengatur hal ini. Hak – hak yang dicabut adalah ; 
(1) Ke-1  hak memegang jabatan pada umumnya jabatan tertentu; 
(2) Ke-2  hak memasuki angkatan bersenjata; 
(3) Ke-3  hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umumyang diadakan 
berdasarkan aturan – aturan umum; 
(4) Ke-4 hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurusmenurut 
hukum (gerechttelijke bewindvoerder) hak menjdi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anak sendiri. 
d) Turut Serta dalam Perbuatan Penganiayaan 
 Turut Serta dalam Perbuatan Penganiayaan atau perkelahian dan 
penyerangan diatur pada  Pasal 358. Kitab Undang – undang Hukum 
Pidana (KUHP)  dimana “Mereka yang sengaja turut serta dalam 
penyerangan atau perkelahian dimana terlihat beberapa orang, selain 
tanggung jawab masing – masing olehnya terhadap apa yang khusus 
olehnya, diancam; 
(1) Ke-1. Dengan pidana paling lama dua bulan, jika akibat penyerangan 
atau perkelahian itu ada yang luka – luka berat; 
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(2) Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika 
akibatnya ada yang mati. 
c. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang undang No.23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Th 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tanggga (PKDRT) pengertian kekerasan dalam 
rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat munculnya suatu kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  
 Dalam Pasal 2 UU No.23 Th 2004 lingkup rumah tangga ini meliputi : 
Ayat (1) 
a. suami istri dan anak 
b.orang – orang yan memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 
dimaksud pada huruf akarena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau 
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. 
Ayat (2) 
 Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 
tangga yang bersangkutan. 
Kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 UU No.23 th 2004 
meliputi: 
a. kekerasan fisik; 
 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit, atau luka berat pada diri korban; 
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b.kekerasan psikis; 
 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 
c. kekerasan seksual; 
 Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 
tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau 
untuk tujuan tertentu. 
d.penelantaran rumah tangga. 
Penelantaran rumah tanggan adalah menelantarkan orang dalam 
lingkup rumah tangganya padahalmenurut hukum berlaku baginya atau 
Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, ataupemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga 
berlaku bagi seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. 
  Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting 
dikarenakan untuk menjamin dan perlindungan dari Negara untuk mencegah 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam 
rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri berdasarkan pada 
penghormatan terhadap hak asasi menusia, keadilan dan kesamaan gender, 
nondiskriminasi, perlindungan korban.  
  Pada Pasal 4 UU No.23 Th 2004 tujuan penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga sendiri adalah untuk : 
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 
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b.Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 
d.Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis delik aduan, yaitu 
suatu tindakan pidana yang apabila tidak diadukan kepada pihak yang 
berwenang, tidak akan dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kekerasan dalam 
rumah tangga ini sejenis dengan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam 
Pasal 367 KUHP, dimana harus adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau 
korban sendiri. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga apabila 
korbannya adalah anak – anak, diatur dalam Pasal 27 UU No.23 Th 2004, 
dimana aduan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang 
bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – 
undangan yang berlaku. Dalam kaitannya untuk mencegah adanya kekerasan 
dalam rumah tangga, maka perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan 
masyarakat. Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 15 UU No.23 th 2004, 
dimana setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya – upaya sesuai batas 
kemampuannya untuk; 
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 
b. Memberikan perlindungan kepada korban; 
c. Memberikan pertolongan darurat; dan  
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 
Berdasarkan hal diatas jelas bahwa diperlukan juga masyarakat yang 
peka terhadap apa yang terjadi pada lingkungannya agar tingkat kekerasan 
dalam rumah tangga dapat terus di tekan dan pelakunya dapat dimintakan 
pertanggung jawaban perbuatannya secara hukum. Hal ini juga akan 
mengakibatkan orang yang akan melakukan tindakan ini berfikir dua kali dan 
mengurungkan niatnya. Dimana selain mendapat sanksi pidana, pelaku juga 
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akan mendapat saksi sosial, sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku 
pada masyarakat itu. Sanksi sosial sendiri dapat beragam, contohnya seperti 
dikucilkan, ataupun dapat berupa, tidak diberikan wewenang atau tanggung 
jawab pada kegiatan – kegiatan masyarakat sekitarnya. Sanksi sosial ini dapat 
menghilang dengan sendirinya apabila pelaku dengan sungguh – sungguh 
mau berubah dengan menunjukkan bukti nyata pada masyarakat, dan 
menunjukkan kesungguhan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.  
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B. Kerangka Pemikiran 
1.  Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak Pidana Penganiayaan 
Anak oleh Orang Tua 
Pembuktian di Pengadilan 
Fakta Peristiwa Fakta Yuridis 
Pertimbangan Hukum Hakim 
UU No. 23 Th. 2004 
Tentang PKDRT 
Kitab Undang-Undang 
Hukum pidana (KUHP) 
Putusan 
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2.  Keterangan : 
 Dalam proses acara pidana, sangat diperlukan adanya pembuktian, 
dikarenakan yang dicari dalam proses perkara acara pidana adalah suatu 
kebenaran materi’il, atau kebenaran yang sesungguh – sungguhnya. 
Berdasarkan hal ini, maka pembuktian dalam acara pidana harus didukung 
adanya fakta – fakta perisriwa yang mengacu pada kebenaran tentang kejadian 
yang diperkarakan. Selanjutnya adalah pembuktian fakta – fakta yuridis, dimana 
adanya kesesuaian antara fakta peristiwa yang terungkap, dimana memenuhi 
unsure – unsure yang diatur dalam undang – undang yang berlaku. Setelah itu 
barulah hakim dapat menentukan ataupun menguatkan legal raisonee 
(pertimbangan hukum) dalam memutus perkara yang sedang ditangani. 
 Dalam hal perkara penganiayaan anak oleh orang tua, maka diperlukan 
adanya pembuktian di pengadilan. Pembuktian di pengadilan dalam kasus ini 
terdiri dari pembuktian fakta peristiwa, dimana melalui pembuktian ini 
terungkap kebenaran adanya penganiayaan anak oleh orang tuanya, selanjutnya 
adalah pembuktian fakta yuridis, dimana terbuktinya penganiayaan yang terjadi 
dan memenuhi unsure yang diatur dalam UU No.13 Th 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan terpenuhinya fakta – 
fakta diatas, maka hakim dapat menentukan legal raisoneenya (pertimbangan 
hukum) untuk memutus perkara penganiayaan anak oleh orang tua yang sedang 
ditangani, agar tercapainnya rasa keadilan, perlindungan terhadap korban, dan 
penegakan hukum. 
 
 
 
 
 
 
 44 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
 
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penganiayaan 
Oleh Orang Tua 
  Penulis telah melakukan penelitian mengenai pembuktian fakta peristiwa dan 
fakta yuridis yang terungkap di peradilan yang menjadi acuan legal rasionee hakim 
dalam memutus perkara No.17/ Pid.b/PN.SKH yang sudah mempunyai kekuatan 
hakim tetap : 
Kasus penganiayaan oleh orang tua 
A. Identitas Terdakwa 
Nama                                            : TERDAKWA 
Tempat lahir                                 : Sukoharjo 
Umur                                            : 48 Tahun 
Jenis Kelamin                               : Laki – laki 
Kewarganegaraan                         : Indonesia 
Tempat Tinggal                            : Kab. Sukoharjo 
Agama                                          : Islam 
Pekerjaan                                      : Tani  
B. Kasus Posisi 
Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 atau 
setidak – tidaknya pada bulan November Tahun 2008 bertempat di Kab. 
Sukoharjo atau setidak – tidaknya di sekitar tempat di sekitar tempat tersebut 
yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah 
melakukan kekerasan fisik yakni membuat rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat 
terhadap anak kandungnya yakni saksi I. 
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C. Surat Dakwaan 
DAKWAAN 
 Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 atau 
setdak – tidaknya pada bulan November tahun 2008 bertempat di Kabupaten 
Sukoharjo atau setidak – tidaknya di sekitar tempat yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadialan Negeri Sukoharjo, telah melakukan kekerasan fisik 
yakni membuat rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap anak kandungnya 
yakni saksi I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
Pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 17.30 WIB 
terdakwa pulang di rumahnya di Kabupaten Sukoharjo, sesampainya di rumah 
terdakwa diomeli oleh anaknnya yaitu saksi I, dikarenakan telah mengambil 
kacang tanah seberat 19 Kg (kilogram) dan menjualnya tanpa seijin dari saksi I 
mengatakan “orang tua tidak mau bekerja bisanya cuma jual  kacang tanah” 
mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung melempar sandal kearah saksi 
I mengenai tubuhnya, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi I hingga terjatuh 
dan kepala bagian  belakangnya  terbentur lantai teras, selanjutnya terdakwa 
membenturkan kepala saksi ke tembok sebanyak 3 (tiga) kali, akibat dari 
perbuatan terdakwa sehingga saksi I mengalami luka fisik sebagaimana tersebut 
dalam Visum Et Repertum No. 000/4322/XI/2008 tertanggal 17 November 
2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada puskesmas I Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo dengan kesimpulan : luka derajat ringan akibat benturan 
benda tumpul, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Polokarto 
guna pengusutan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menimbang, bahwa terhadap dakwaan 
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Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa 
tidak akan mengajukan eksepsi. 
D. Pemeriksaan Saksi - saksi 
 Pelaksanan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan diatas dengan 
menggunakan keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi diperoleh dengan 
menghadirkan para saksi dalam persidangan atas dasar sumpah / janji menurut 
agama masing – masing, yang diambil keterangannya sebagai berikut : 
1) Saksi I (saksi korban) 
a) Bahwa benar, saksi adalah anak kandung terdakwa; 
b) Bahwa benar, saksi dan terdakwa tinggal satu rumah di Kecamatan 
Polokarto, Kabupaten Sukoharjo; 
c) Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 
17.30 WIB di rumah terdakwa telah melempar sandal kearah saksi I 
mengenai tubuhnya, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi I hingga 
terjatuh dan kepala bagian  belakangnya  terbentur lantai teras, selanjutnya 
terdakwa membenturkan kepala saksi ke tembok rumah sebanyak 3 (tiga) 
kali; 
d) Bahwa benar, oleh karena saksi merasa kesakitan, kemudian saksi berteriak 
minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi II datang melerai 
dengan menarik terdakwa ke halaman rumah, sedangkan saksi terus 
masuk ke dalam rumah; 
e) Bahwa benar, akibat kepala saksi dibenturkan ke tembok oleh terdakwa 
tersebut, kepala baian belakang menjadi memar dan merasa pusing – 
pusing; 
f) Bahwa benar, tedakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi setelah 
saksi I berkata : “ Orang tua tidak mau kerja bisanya jual kacang tanah”; 
g) Bahwa benar, kacang yang dijual terdakwa tersebut adalah milik ibu saksi I 
(isteri terdakwa); 
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h) Bahwa benar, ibu saksi I (isteri terdakwa) berdagang palawija; 
i) Bahwa benar, terdakwa tidak bekerja dan hanya kadang – kadang 
membantu ibu saksi I berdagang palawija; 
j) Bahwa benar, terdakwa menjual kacang tanah tersebut tidak sepengetahuan 
ibu saksi I (isteri terdakwa) karena sedang pergi ke Surabaya; 
k) Bahwa benar, saksi I membenarkan keterangan yang tertulis di dalam 
Visum Et Repertum No. 000/4322/XI/2008 tertanggal 17 November 2008 
dari puskesmas I Polokarto Kabupaten Sukoharjo; 
l) Bahwa benar, sehubungan dengan kejadian tersebut, saksi dan terdakwa 
sudah saling memaafkan; 
m) Bahwa benar, atas barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi I 
menyatakan kenal dan membenarkan. 
2) Saksi II 
a) Bahwa benar, saksi II adalah tetangga dari terdakwa dan saksi I (saksi 
korban); 
b) Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 
17.30 WIB ketika saksi berada di rumah, mendengar teriakan minta tolong 
dari rumah terdakwa; 
c) Bahwa benar, kemudian saksi II mendatangi rumah terdakwa, pada waktu 
itu terdakwa dan saksi  I berada di teras; 
d) Bahwa benar, waktu itu saksi I menangis dan terdakwa berada di dekat 
saksi I; 
e) Bahwa benar, melihat hal tersebut saksi kemudian menarik terdakwa ke 
halaman rumah dengan tujuan melerai, sedangkan saksi I terus masuk ke 
dalam rumah; 
f) Bahwa benar, pada waktu saksi II tiba di rumah terdakwa dan melihat 
kejadian tersebut, saksi bertanya kepada ada kejadian apa, yang dijawab 
oleh terdakwa bahwa tidak ada apa – apa; 
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g) Bahwa benar, saksi II tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara 
terdakwa dan saksi I sehingga menangis; 
h) Bahwa benar, pada wakti itu isteri terdakwa sedang pergi ke Surabaya; 
i) Bahwa benar, atas barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi I 
menyatakan tidak kenal dan tidak tahu menahu. 
Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkan. 
3) Saksi III 
a) Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 
17.30 WIB ketika saksi berada di teras saksi II sedang menunggu anaknya 
pulang sekolah, tiba – tiba mendengar teriakan minta tolong dari dari 
depan rumah saksi II; 
b) Bahwa benar, kemudian saksi III melihat ke arah rumah terdakwa tetapi 
karena terhalang krei, maka saksi III tidak bisa melihat secara jelas apa 
yang sedang terjadi di rumah terdakwa; 
c) Bahwa benar, kemudian saksi III memanggil sasi II yang pada waktu itu 
berada di dalam rumah yang diminta apa yang terjadi di rumah terdakwa; 
d) Bahwa benar, saksi III tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara 
terdakwa dan saksi I sehingga menangis; 
e) Bahwa benar, pada wakti itu isteri terdakwa sedang pergi ke Surabaya; 
f) Bahwa benar, atas barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi I 
menyatakan tidak kenal dan tidak tahu menahu. 
Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkan 
4)  Keterangan Terdakwa 
a) Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 
17.30 WIB terdakwa telah melempar sandal kearah saksi I mengenai 
tubuhnya, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi I hingga terjatuh dan 
kepala bagian  belakangnya  terbentur lantai teras, selanjutnya 
membenturkan kepala saksi ke tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali; 
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b) Bahwa benar, tedakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi setelah 
sampai di rumah sehabis membeli rokok saksi I (anak terdakwa) berkata : 
“ Malinge mulih (pencurinya pulang)  
c) Bahwa benar, saksi I (anak terdakwa) berkata demikian karena terdakwa 
telah menjual kacang tanah; 
d) Bahwa benar, kacang yang dijual terdakwa tersebut adalah milik ibu saksi I 
(isteri terdakwa) yang pekerjaannya berdagang palawija; 
e) Bahwa benar, terdakwa menjual kacang tanah karena kehabisan rokok; 
f) Bahwa benar, terdakwa menjual kacang tanah seberat 19 Kg (kilogram), 
dan laku Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah); 
g) Bahwa benar, terdakwa menjual kacang tanah tersebut isteri terdakwa tidak 
tahu, yang tahu saksi I (anak terdakwa); 
h) Bahwa benar, terdakwa sering menjual kacang tanah tanpa seijin isterinya; 
i) Bahwa terdakwa memperlakukan saksi I (anak terdakwa) sebagaimana 
tersebut diatas adalah tidak benar; 
j) Bahwa benar, atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal, dan 
berjanji tidak akan mengulanginya lagi; 
k) Bahwa benar, atas barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa 
menyatakan kenal dan membenarkan. 
5) Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan di muka persidangan adalah alat yang 
digunakan terdakwa untuk melakukan tindakan pidana, yaitu sandal jepit 
merk Ardiles warna putih biru, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh 
saksi I dan terdakwa. 
6) Pertimbangan Hakim 
 Menimbang, bahwa untuk menentuka apakah betul atau tidaknya 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya, maka terlebih dulu secara Yuridis perlu 
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dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan oleh 
saksi – saksi maupun terdakwa sendiri apabila dikaitkan dengan barang bukti 
yang telah memenuhi semua unsure dari pasal – pasal yang didakwakan 
kepada terdakwa ; 
 Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa 
dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsusr – 
unsurnya adalah sebagai berikut : 
a) Unsur Setiap Orang : 
b) Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik : 
c) Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga : 
  Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis akan mempertimbangkan 
unsure – unsure tersebut sebagai berikut : 
a) Unsur Setiap Orang  
  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ di sini 
adalah orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu 
tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; 
Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini 
adalah terdakwa, yang identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di 
persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang 
terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi – 
saksi dan pengakuan terdakwa sendiri benar terdakwalah orangnya yang 
melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan eror in persona, dan 
terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “ 
Setiap Orang “ telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; 
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b) Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik 
menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit, atau luka berat ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan 
pengakuan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti 
terungkap fakta – fakta berupa : 
(1)Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 17.30 
WIB terdakwa melempar sandal kearah saksi I ( anak terdakwa ), 
kemudian mendorongnya hingga terjatuh dan selanjutnya terdakwa 
membenturkan kepala saksi ke tembok teras sebanyak 3 ( tiga ) kali,  
(2)Bahwa akibat kepala saksi ( anak terdakwa ) yang dibenturkan  ke 
tembok teras sebanyak 3 ( tiga ) kali tersebut, kepala saksi I  ( anak 
terdakwa ) menjadi memar dan merasa pusing – pusing tetapi hal 
tersebut tidak mengahalangi untuk melakukan pekerjaa sehari – hari ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka “ Unsur 
– unsur Yang Melakkan Perbuatan Kekerasan Fisik “ telah terbukti dan 
terpenuhi ; 
c) Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lingkup Dalam Rumah 
Tangga menurut Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 23 Tahun 2004 adalah suami, 
isteri, dan anaktersebut kareana hubungan darah, perkawinan, persususan, 
pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau 
orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta 
keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti ditemukan 
fakta – fakta : 
a) Bahwa antara terdakwa dan saksi I adalah sebagai ayah dan anak kandung 
dari perkawinan terdakwa dengan isterinya; 
b) Bahwa antara terdakwa dan saksi I (saksi korban) tinggal 1 rumah di 
Kabupaten Sukoharjo 
c) Bahwa penyebab dari saksi korban dilempar sandal dan kemudian 
kepalanya dibenturkan ke tembok teras oleh tedakwa adalah karena pada 
waktu pulang setelah sampai di rumah sehabis membeli rokok saksi I ( 
anak terdakwa ) berkata : “ Malinge mulih ( pencurinya pulang ) “ , 
sehingga terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut kepada saksi 
I ( saksi korban ). 
  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta – fakta diatas, 
maka unsur “ Dalam Lingkup Rumah Tangga ” telah terpenuhi ; Menimbang, 
bahwa oleh karena semua unsure – unsure dari Pasal 44 ayat ( 1 ) UU No. 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 
dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup 
Rumah Tangga “ ; 
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan 
tidak ditemui adanya alasan – alasan pembenar dan pemaaf atas diri terdakwa 
yang sifatnya dapat menghapus pidananya terdakwa, maka atas perbuatan 
pidana yang telah dinyatakan terbukti dan meyakinkan itu, terhadap terdakwa 
dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya : 
Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih 
dahulu Majelis menjatuhkan hukuman pidana terlebih dahulu Majelis Hakim 
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akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang 
meringankan atas diri terdakwa ; 
a) Hal – hal Yang Memberatkan : 
- Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri atau 
orang yang seharusnya ia lindungi ; 
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitarnya 
b) Hal – hal yang meringankan 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang 
perbuatannya; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi 
di masa mendatang. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah cukup 
alasan untuk mengurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa oleh 
karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang 
telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada 
dalam tahanan ; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 ( satu ) 
buah sandal jepit Merk Ardiles warna putih biru, akan diputuskan dalam amar 
putusan dibawah ini ; 
Menimbang, bahwa oleh kareana terdakwa terbukti bersalah mak 
aterdakwa juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 
ini ; Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat ( 1 ) UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Acara 
Pidana serta peraturan – pereturan lainnya yang bersangkutan. 
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 Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan 
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka 
diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : 
a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 17.30 
WIB di rumah terdakwa telah melempar sandal kearah saksi I mengenai 
tubuhnya. 
b) Bahwa kemudian  terdakwa mendorong tubuh saksi I hingga terjatuh dan 
kepala bagian  belakangnya  terbentur lantai teras,  
c) Bahwa selanjutnya terdakwa membenturkan kepala saksi ke tembok 
rumah sebanyak 3 (tiga) kali;  
d) Bahwa oleh karena saksi merasa kesakitan, kemudian saksi berteriak 
minta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi II datang melerai 
dengan menarik terdakwa ke halaman rumah, sedangkan saksi terus 
masuk ke dalam rumah; 
e) Bahwa akibat kepala saksi dibenturkan ke tembok oleh terdakwa tersebut, 
kepala bagian belakang menjadi memar dan merasa pusing – pusing; 
AMAR PUTUSAN HAKIM 
1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga; 
2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 
(enam) bulan; 
3) Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4) Memerintahkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal jepit merk 
Ardiles warna putih biru, dikembalikan pada terdakwa; 
5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- 
(dua ribu lima ratus rupiah). 
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Pembahasan  
 Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses 
pembuktian di persidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan ketentuan – 
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang 
dibenarkan Unadang – undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada 
terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang 
dibenarkan oleh Undang – undang yang boleh digunakan hakim membuktikan 
kesalahan yang di dakwakan (M Yahya Harahaf,2000:273). Sesorang dianggap 
tidak bersalah sebelum dilakukan pembuktian di persidangan dan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bahwa dialah yang bersalah melakukan tindak pidana. 
Pembuktian ini melalui 2 hal, yaitu pembuktian fakta peristiwa yang diperoleh 
dari keterangan para saksi, juga barang bukti, dan fakta yuridis, dimana apakah 
fakta peristiwa memenuhi unsur yuridis bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. 
  Sesudah  adanya KUHAP sistem pembuktian yang dianut di Indonesia 
menggunakan negative wettelijk dengan dasar hukumnya ; Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – 
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya 
( Pasal 183 KUHAP ). 
 Pembuktian di persidangan beguna pula untuk menetukan ataupun 
menguatkan legal rasionee (pertimbangan) hukum hakim dalam memutus suatu 
perkara yang diajukan padanya. Untuk memperkuat keyakinan hakim dalam 
persidangan, barang bukti dan keterangan saksi yang saling bersesuaian secara 
material sangat berguna untuk hal ini. Bahkan sering kali hakim dapat 
membebaskan seseorang berdasar barang bukti yang ada dalam proses 
persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, dan cermat). 
Untuk memperoleh legal rasionee (pertimbangan) hukum hakim dalam memutus 
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perkara, maka dilakukan dengan cara musyawarah majelis hakim, dimana hakim 
secara bergantian menhgajukan pertanyaan terhadap terdakwa yang berkaitan 
dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Setelah itu, majelis hakim 
mengemukakan pendapatnya secara berurutan dimulai dari yang termuda hingga 
yang tertua, disertai pertimbangan dan dasar hukumnya, dan yang terakhir 
diberikan oleh hakim ketua majelis (Pasal 182 ayat (5) KUHAP.  
  Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasusnya yang telah 
diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT), 
yaitu ; “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima tahun atau denda paling banyak Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” 
 Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur – unsur 
yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT) yaitu ; 
a. Unsur Setiap orang 
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum 
yang didakwakan telah melakukan tindak pidana, dan orang tersebut sehat 
jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 
secara hukum. Dalam perkara ini, terdakwa berdasarkan keterangan para saksi 
dan pengakuan terdakwa sendiri, benar terdakwa telah melakukan tindak pidana 
yang dimaksudkan, dan bukan eror in persona, dimana terdakwa sehat jasmani 
dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan 
mengacu pada pertmbangan diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terbuti 
dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
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b. Unsur yang Melakukan Perbuatan Fisik 
  Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU 
No.23 Th 2004 tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah 
perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasar hal 
tersebut, maka perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta – fakta yang 
sebelumnya telah terungkap di pengadilan, yaitu ; 
a) Bahwa menurut keterangan saksi I (saksi korban) di persidangan, pada 
hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat 
di rumah terdakwa telah melempar sandal kearah saksi I mengenai 
tubuhnya, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi I hingga terjatuh dan 
kepala bagian  belakangnya  terbentur lantai teras, selanjutnya terdakwa 
membenturkan kepala saksi ke tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali. 
Akibat kepala saksi dibenturkan ke tembok oleh terdakwa tersebut, kepala 
bagian belakang menjadi memar dan merasa pusing – pusing, namun tidak 
menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari hari. 
b) Bahwa dalam persidangan, saksi II dan saksi III mengungkapkan, bahwa 
benar, pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 sekitar pukul 17.30 
WIB ketika saksi berada di rumah, mendengar teriakan minta tolong dari 
rumah terdakwa, kemudian saksi II dan saksi III mendatangi rumah 
terdakwa, pada waktu itu terdakwa dan saksi  I berada di teras, waktu itu 
saksi I menangis dan terdakwa berada di dekat saksi I. Melihat hal 
tersebut saksi kemudian menarik terdakwa ke halaman rumah dengan 
tujuan melerai, sedangkan saksi I terus masuk ke dalam rumah; 
  Bahwa dari keterangan saksi I (saksi korban) dan saksi II juga saksi 
III, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian, yang 
mana terdakwa melakukan perbuatn tersebut dikarenakan emosi sesaat 
karena ucapan saksi I (saksi korban). Berdasarkan pertimbangan diatas, 
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maka “ Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik “ telah terbukti 
dan terpenuhi. 
c. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga 
  Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 
ayat (1) UU No.23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah suami, isteri, dan anak tersebut karena hubungan 
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap 
dalam rumah tangga tersebut. Berdasar keterangan saksi dan pengakuan 
terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan fakta – fakta ; 
1) Bahwa antara terdakwa dan saksi I adalah sebagai ayah dan anak 
kandung dari perkawinan terdakwa dengan isterinya; 
2) Bahwa antara terdakwa dan saksi I (saksi korban) tinggal 1 rumah di 
Kabupaten Sukoharjo 
3) Bahwa benar, tedakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi 
setelah sampai di rumah sehabis membeli rokok saksi I (anak 
terdakwa) berkata : “ Malinge mulih (pencurinya pulang) “ , sehingga 
terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi I (saksi korban). 
   Berdasarkan fakta – fakta diatas, maka unsur “ Dalam Lingkup 
Rumah Tangga ” telah terpenuhi. 
Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap diatas, maka hakim dapat menarik 
simpulan dan menentukan pertimbangan hukum nya, dimana dalam kasus ini  
terdakwa secra meyakinkan dan sah melalui alat bukti sah yang telah diajukan 
terbukti bersalah, sesuai dengan apa yang telah didakwakan kepadanya. Sehingga 
hakim pun juga dapat menentukan sanksi yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, 
disesuaikan dengan hal yang dapat meringankan dan hal yang memberatkan 
terdakwa dalam kasus penganiayaan anak oleh orang tua ini. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. SIMPULAN 
Dari uraian masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik 
berdasarkan teori, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tindak pidana penganiayaan 
oleh orang tua, hakim dalam penentuan putusan kasus penganiayaan oleh orang 
tua di Pengadilan Negeri Sukoharjo menggunakan sistem pembuktian negative 
wettelijk dengan dasar hukumnya ;  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya ( Pasal 183 Kitab Undang – undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) ). “ 
 Berdasar hal diatas, maka hakim untuk menguatkan legal rasionee 
(pertimbangan hukum hakim) nya mengacu pada bukti bukti yang  terungkap di 
persidangan, yaitu; 
1. Kesesuaian antara fakta peristiwa yang terungkap dengan fakta yuridis yang 
ada, sehingga memenuhi unsur – unsur yang ada dalam Pasal 44 ayat (1) 
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu unsur; 
a. Unsur Setiap orang 
b. Unsur yang Melakukan Perbuatan Fisik 
c. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga 
2. Kesesuaian beberapa alat bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan 
korban, keterangan terdakwa dan barang bukti. 
  Sesuai dengan apa yang telah penulis jabarkan diatas, maka 
pertimbangan hukum hakim mengacu pada fakta – fakta yang terungkap di 
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persidangan, dan memenuhi unsur – unsur yang ada dalam rumusan yuridis 
perundang – undangan yang berlaku. 
B. SARAN 
 Masyarakat lingkungan sekitar diharapkan lebih peka dan aktif dalam 
menjaga lingkungannya dari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat 
kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga justru yang mengetahui adalah 
masyarakat sekitarnya. Kita harus lebih aktif untuk mencegah terjadinya dan 
terulanginya tindak pidana ini, mengingat dampak yang ada pada diri korban. 
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Peraturan Perundang - undangan 
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (PKDRT) 
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